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ABSTRACT 

This research aims to: (I) analyze official perfonnance in region tax 
acceptance at Aru Archipelago Regency Income Official Duty, (2) describe 
factors everything that influence official perfonnance in region tax acceptance at 
Aru Archipelago Regency Income Official Duty. This research is carried out at 
Aru Archipelago Regency Region Income Official Duty Office Moluccas 
Province. 

The method that used is interview and observation with nine subject 
respondents from structural official and staff of regency income official duty with 
region taxpayer. Data analysis uses qualitative analysis that relevant with a 
purpose to this research is interactive with concept; (a) data reduction as election 
process, attention centralization in moderation, abstraction and coarse data 
transfonnation that appears from notes written at field that then happen during 
research goes on; (b) data presentation, be infonnation nest is compiled that give 
conclusion withdrawal existence possibility and taking action; (c) conclusion 
withdrawal is a activity from configuration intact, conclusions at verification 
during research go on. 

This research result indicates that; (I ) official job quality in Am 
Archipelago Regency Income Official Duty good enough. This matter is at 
supports by accurate data with human resource support officials; (2) also good 
enough official job quantity. Task and responsibility is given based on time and 
time-table that detennined; (3) time precision in task completion and official 
responsibility region income official duty enough serious to finish correct in time 
appropriate work plan; (4) task effectiveness and main function enough supported 
with infrastructure tool in tax acceptance target achievement; (5) official 
independence level stills low; (6) official work commitment good enough with; 
(7) factors that influence perfonnance likes discipline, authority and 
responsibility, efficiency and initiative also good enough official but hindrance 
factor that met regulation product that decide acceptance target not considering 
region tax potential data cause taxpayer aversion existence pays tax too high and 
the weak enforcer doubt so that influence region tax acceptance enhanced. 

Keyword: Perfonnance, Region Tax. 
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Abstrak 

Kinerja adalah keberhasilan seorang karyawan didalam menyelesaikan 
pekerjaan.Kinerja pegawai merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena 
dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan 
misi organisasi. Untuk mengetahui Kinerja Pegawai di Dinas Pendapatan Daerah 
,penulis menggunakan 6 (enam) kriteria pengukuran kinerja dari Bernardin dan 
Russel yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan 
kornitmen kerja. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Amdalam penerimaan 
Pajak Daerah dan faktor- faktor yang mendukung dan menghambatpeningkatan 
kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Am tersebut.. 

Penelitian ini bertujuan untuk, (l) menganalisis kinerja pegawai dalam 
penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Am, (2) 
menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja 
Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Am dalam penerimaan pajak daerah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang 
digunakanadalah analisis model interaktifyakni (a) reduksi data; (b) penyajian 
data; dan (c) Penarikan Kesimpulan. Unit analisis adalah individu dan 
pengumpulan data dilakukandengan pengisian kuesioner, observasi, dokumentasi 
dan wawancara kepadainfonnan yang dianggap berpotensi untuk memberikan 
infonnasi tentang KinerjaDinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Am dalam 
penerimaan pajak daerah. Sumberdata yang digunakan berasal dari data primer 
dan data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Amdalam penerimaan pajak daerah dilihat dari segi 
kualitas, kuantitas,ketepatan waktu, efisiensi dan komitmen kerja sudah baik 
dalam pencapaiansetiap target kerja. Namun dari segi kemandiriaan kuar baik 
sehingga perlu ditingkatkan lagi. Adapunfaktor-faktor yang mendukung kinerja 
seperti disiplin, otoritas dan wewenang,inisiatif, dan efisiensi dan efektivitas 
cukup baik sedangkan faktor-faktor penghambat seperti adanya regulasi yang 
tidak mengakomodir potensi PAD sebagai target penerimaan, adanya keengganan 
wajib pajak untuk membayar pajak, masih kurangnya disiplin pegawai 
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, terbatasnya SDM serta minimnya 
sarana dan prasarana yang canggih masih menjadi kendala pencapaian target 
kinerja.Faktor-faktor tersebut dapatmendorong peningkatan hasil kerja yang lebih 
pnma. 

Kata Kunci: Kinerja , Pajak Daerah 

llPage 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA

mailto:mardanamarwan@yaboo.co.id


UNIVERSITAS TERBUKA
 

PROGRAM PASCASARJANA
 

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 

PERNYATAAN 

TAPM yang berjudul ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN 

KEPUALAUAN ARU DALAM PENERIMMN PAJAK DAERAH 

adalahhasilkaryasayasendiri, danseIuruhsumber yang 

dikutipmaupundirujuktelahsayanyatakandenganbenar. 

Apabiladikemudianharitemyataditemukanadanyapenjiplakan (plagiat), 

makasayabersediamenerimasanksiakademik. 

Ambon, 26 Januari 2014 

Yang Menyatakan 

( MARWANMARDANA,s,Mn ) 

NlM: 106755 432 

vi 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



LEMBARAN PERSETUJUAN TAPM
 

Judul TAPM Analisis KineIja Dinas Pendapatan Daerah dalarn Penerimaan Pajak 

di Kabupaten Kepulauan Am 

Penyusun TAPM Matwan Mardana 

NIM 016755432 

Program Studi Magister Administrasi Publik 

Hari / Tanggal Minggu, 26 Januari 2014 

Menyetujui: 

Pembimbing [ Pembimbing II 

~~.
c
 
( Dr. H. Badu. M.Si ) ( Dr. Aminudin Zuhairi, M.Ed ) 

NIP. 196212311989031028 NIP. 19611127198803 I 001 

Mengetahui, 

Pascasarjana 

~y 

o(.\~'" ,') ,;::: 
Florentina R. Wulandari SIP. .S· '!':',',\-' I M.Sc.Ph.D 

NIP. 19710609199802200 NIE.;;l9'520213 1985032001
"--' 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



UNIVERSITAS TERBUKA
 
PROGRAM PASCASARJANA
 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
 

PENGESAHAN
 

Nama MaIWan Mardana 
NIM 016755432 
Program Studi Magister Administrasi Publik 
Judul Tesis Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam Penerimaan Pajak 

di Kabupaten Kepulauan Aru 

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Tesis Program Pascasarjana, Program 
Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada : 

Hari lTanggal : Minggu, 26 Januari 2014 
Waktu : 15.30 - 17.30 WIT 

Dan telah dinyatakan LULUS 

PANITIA PENGUJI TESIS 

Ketua Komisi Penguji : Dr. C. B. Supartomo, MM 

Penguji Ahli : Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si 

~ • ::> 
Pembimbing I : Dr. H. Badu, M.Si ....~ . 

Pembimbing II : Dr. Aminudin Zuhairi, M.Ed 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



KATA PENGANTAR
 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. atas anugerah dan 

hidayahNya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan 

TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai 

gelar Magister SainslMagister Administrasi Publik program Pascasarjana 

Universitas Terbuka Saya sungguh menyadari bahwa, tanpa bantuan 

pembimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perlruliahan sampai pada 

penyusunan TAPM ini, sangatlah soot bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. 
Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada: 

I.	 Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka; 

2.	 Kepa)a UPBJJ-UT Ambon selaku penyelenggara Program Pascasarjana; 

3.	 Bapak Dr. H.Badu,M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.Aminudin 

Zuhairi,M.Ed selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, pikiran 
dan tenaga membantu saya daIam penyusunan TAPM ini; 

4.	 Ketua Bidang I1mulProgram Magister Administrasi Publik selaku 

penanggungjawab Program Magister Administrasi Publik; 

5.	 Bapak Jr. Franky K..Hitipeuw,M.Si, Ny. De Fretes Selvisina, Bapak Amran 
Bugis,SE dan Bapak Jacob Ubyaan,S.Sos selaku Kepa)a Dinas dan PIt, 
Kepa)a Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Am; 

6.	 Bapak DavidJ. Laim, S.Sos. M.Si, dan Istri; 

7.	 Almarhumah Bunda tercinta Ny. Ramlah Lasuma, Istri, saudara dan anak­
anak serta farnili saya; 

8.	 Ternan-ternan mahasisa, pegawai Dispenda Kabupaten Kepulauan Am, 
Takmir Masjid Agung Nurul Haq Dobo; yang telah turut serta membantu baik 

material dan spiritual kepada saya dalam penyusunan TAPM ini. 

Akhimya saya berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan 

membalas segala pengorbanan tulus ikhIas semua pihak yang telah membantu. 
Semoga TAPM ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu. 

Dobo,26 Januari 2014 

MA.ltWAN MARDANA,S.Mn 

iv 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



DAFfAR lSI 

Abstrak .. I
 

Lembar Persetujuan 11
 

Lembar Pengesahan III
 

Kata Pengantar IV
 

Daftar lsi . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . V
 

Pernyataan '" . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. vi
 
Daftar Gambar .. . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. vii
 
Daftar Tabel viii
 
Daftar Lampiran , . . .. . ix
 

13i\l3 I. P~i\lI1JlllJ~	 I
 
A. LatarI3elaUkfulg	 I
 
13. Perumusan Masa1ah	 4
 
C. Tujuan Penelitian	 4
 
D. MaIlfBatPenu1isan	 5
 

13i\l3 n. TINJAlJ~ PlJSTAKA	 6
 
A. Kajian Teoritik . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. 6
 

I. Penelitian Terdahulu	 6
 
2. }C()ILSe]llCiIIelja	 8
 
3. Manajemen lCiIIeJja	 15
 
4. Fakt()r-Fakt<>ratauDimensilCiIIeJja..................... 16
 
5. Pengukuran lCiIIelja .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. 17
 
6. Indikat()r lCiIIelja	 18
 
7. lCiIIelja Organisasi (Instansi Pemerintah)	 21
 
8. }C()ILSe]l PerpajaUkful ..	 26
 

a. Pajak.	 26
 
b. Pajak. Daerah	 30
 
c. Jenis Pajak. Daerah	 _.............. 35
 
d. Objek Pajak Daerah	 36
 

13. }Cerangka Pemikiran	 37
 

13A13 m. METODE PENELI~............................................ 40
 
A. I3entuk dan Pendekatan Penelitian	 40
 
13. Sumber Data	 .. 40
 
C. Teknik Pengumpulan data	 41
 
D. Instrumen Pene1itian	 42
 
E. Inf()rman Penelitian . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . . .. 43
 
F. Teknik Analisis Data	 44
 

13i\l3 IV.	 TEMlJ~ DAN PEMI3AHAS~ .. 46
 
A.	 Deskripsi L<>kasi Penelitian .. 46
 

·· dan ..... 1. V lSI >nl . OrgSI am. .
sasl	 _ . 46 

v 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



2.	 Tujuan dan Sasaran Organisasi . 
3.	 Strategi Organisasi . 
4.	 Susunan Organisasi . 
5.	 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas . 

B.	 Hasil Penelitian . 
l.	 Kualitas Pekerjaan . 
2.	 Kuantitas Pekerjaan . 
3.	 Ketepatan Waktu . 
4.	 Efektivitas . 
5.	 Kemandirian .. 
6.	 Komitmen Kerja . 

C.	 Pembabasan . 
I• Kiner.Ja en_apa an .. Dinas P d t 

2.	 Kriteria Pengukuran KineIja , . 
a.	 Kualitas Pekerjaan . 
b.	 Kuantitas Pekerjaan .. 
c.	 Ketepatan Waktu . 
d.	 Efektifitas . 
e.	 Kemandirian . 
f.	 Komitmen Kerja. .. 
3.	 Faktor-faktor Penduiamg dan Pengbambat Kinerja 

Dinas Pendapatan Daerah . 
a.	 Disiplin Pegawai . 
b.	 Wewenang dan Tanggungjawab . 
c.	 Efisiensi . 
d.	 Inisiatif .. 
4.	 Kinerja Pegawai Dalam Penerimaan Pajak Daerah 

B~V.Pmrunw 

A. Simpulan. . . . . . ... .. . ... ..... .. .... . ... ... ... .. .. ........ ... .. .
 
B. Saran.......................................................
 

DAFTAR PUSTAKA 

47
 
48
 
49
 
50
 

68
 
68
 
69
 
71
 
71
 
72
 
73
 

74
 
74
 
77
 
77
 
80
 
82
 
85
 
87
 
88
 
91
 
91
 
92
 
95
 
97
 
99
 
99
 

I~ 

102
 
103
 

105
 

v
 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



DAFTAR GAMBAR
 

Hal 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran....................................................... '41 

Gambar 3.1 Model analisis data kualitatif menurut Milles dan Humberman
 
(1992)....................................................................................... 47
 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi,................... 67
 

vii
 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



DAnAR TABEL 

Hal. 

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Am Tabun 20I0­
2011. 3 

Tabel 4.1. Matriks basil Penelitian Qualitas PekeJjaan Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Aru. 69 

Tabel 4.2. Matriks basil Penelitian Quantitas PekeJjaan Dinas PendapahID Daerah 
Kabupaten Kepulanan Am. 70 

Tabel 4.3. Matriks basil Penelitian Ketepatan Waktu Dinas Pendapahm Daerah 
Kabupaten Kepulauan Am 71 

Tabel 4.4. Matriks basil Penelitian 
Kabupaten Kepulauan Aru. 

Efektifitas Dinas Pendapatan Daerah 
72 

Tabel 4.5 Matriks basil Penelitian 
Kabupaten Kepulauan Am. 

Kemandirian Dinas PendapavID Daerah 
73 

Tabe14.6 Matriks basil Penelitian Komitmen KeJja 
Kabupaten Kepulauan Aru. 

Dinas Pendapatan Daerah 
73 

Tabe14.7 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Am Taboo 
2010-2011 100 

viii 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



6 

RADII 

T1NJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Penelitian Teradabnln 

I Desak Made Ita Purnamasar, I Wayan Suwendra dan Wayan Cipta 

dalam "Analisis KineJja Dinas Pndapatan Daerab Kabupaten Buleleng 

Berdasarkan Vak:ue For Money Audit Alas Penerimaan Pendapatan AsH 

Daerah (pAD) Tahoo 2007-2011, hasil analisis mereka menuqjukkan bahwa 

kinetja palla Dinas Pendapatan Daerah Kabupalen Buleleng secara 

keseluruhan sangat baiL Pada rasio efeftivitas berada ooda kriteria sanj!lIt 

efektif. Dari hasil oenelirian di alas danat diketabui bahwa tar!!et oenerimaan 

PAD dan realisasi oenerimaan PAD dari tabun 2007-2011 terns men!!3lami 

oenin!!katan dari taboo 2007-20 II oersentase efektivitas terI!Olon!! sanl!3t 

efektif karena realisasi oenerimaan PAD daDat melamooui tarl!et van!! telah 

ditetaokan. Dalam hai ini untuk setian taboo oersentase efektivitas teNolon!! 

sanl!llt efektif karena realisasi oenerimaan PAD daoot melamooui tarl!et van!! 

teiah ditetaokan. Ini berarti Disoenda teiah beriJasii mellCllDlli tuiuan. 

Dikatakan J. Pubra (2004:971 Lebih laniut dalam oenulisanva 

tentan!! analisis filktor-filktor van!! memoen!!amhi kinena De!!awai kantor 

peiayanan ~ak binjai meyatakan bahwa terdapat oen....aamh van!! oositif dan 

sil!Difikan secara bersama-sama aDtara variabei keoemimninan. motivasi. serra 

oendidikan dan Deiatihan terlladao kineria De!!awai Kantor Delavanan ooiak 

pendidikan dan pelatihan betpengaruh positif dan si!ffiifikan terlladan kinena 
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7 

pegawai Kantor binjai, variabel motivasi meropakan variabel yang dominan 

mempengaruhi kinerja pegawai kantor i'lYak binjai. 

Hasil penelitian Dwi (2012:97) menunjukkan bahwa kineJja pegawai di 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari segi 

kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efisiensi dan komitmen kerja sudab 

optimal daIam penc3paian setiap target kerja. Namun dari segi kemandiriaan 

nerlu ditingkatklm lagi. Adapun faktor-fuktor yang mempengarnhi kinerja 

negawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selata adalah 

disiolin. otoritas dan wewenaJlj!. inisiatit: dan efisiensi dan efektivitas dimana 

faktor-faktor tersebut danat mendorone oeninekatan basil keria vane lebih 

prima. 

Penelitian LAN Perwakilan Sulawesi Selatan (2000) tA::ntang tingkat 

kemampuan tenal!3 perencana Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia 

menuniukkan haitwa kemamouan tenal!3 nerencana nemban!!W1an rnasih 

rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya ikiim organisasi yan!! 

mendukung beritembangnya kemampuan pel!3wai. tak ada kebiiakan tentaD!!: 

iaharan funl!:Sionai oerencana dan reIKiahnva oeo2itareaan nemerintah terhadao 

jabatan tersebut sehingga motivasi tenaga perencana untuk men!!l:lllOan!Zkan 

din masiit rendah. Srudi iain adaian yang diiakukan oieit Universitas Gadiah 

MalIa di Kalimantan Timor menWliukkan bahwa mofesionalisme Del!3wai 

rendah. baik dilihat dari tinekat oendidika. oenealaman. oroduktivitas keris. 

atauoun disiDiin kena terbukri rendah (PPK-UGM. 1991i1992:11. Penelitian 

van~ sarna uie" fISlPOL-UGM ooda kantor BaDooda di Jawa Teneah. Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Lombok menemukan bah",-a penampllan Bappeda 
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8 

sangat dipengaruhi oleh para aparatnya dalam menjalankan fungsi-fungsi 

perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi; juga oleh tingkat 

profesionalisme pegawai, organisasi dan mutu kepemimpinan dalam 

lembaganya (FISIPOL-UGM, 1991:4). 

2. Koosep Kinerja 

Rue dan Byars (1980:376), berpendapat bahwa kinerja diartikan 

sebagai tingkat pencapaian basil atau " the degrre ofaccomplishmenl n. Atau 

dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. 

Defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa melalui kinerja, tingkat 

pencapaian organisasi dapat diketahui.Pencapaian atas tujuan-tujuan 

organisasi tersebut kemudian dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai 

baikJburuknya kineria Oll!l'nisasi. 

Kusriyanto (1986:77) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu 

hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh pekerja atau Pegawai Negeri 

Sinil dalam bidan!! pekerjaannya. menurut kriteria tertentu yang berrlaku 

uotuk suatu oekerillllD terteotu dan dievaluasi oleh OI"lID2-oI'llD!! tertentu. 

Den!!an kata lain kusrivanto meD!!tllllukakan kineria daoat dilihat melalui 

kriteria-kriteria tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur 

keberilasilao atau kesuksesao suatu pekf:rjllllD yang dilakukan oleh pegawai di 

mana pekerjaan tersebut kemudian akan dievaluasi oleh pimninan. 

Selain itu Osborne daIam Quade (1990:1) berpendapat bahwa kinerja 

sebagai tingkat pencapaian misi organisasi. Dapat dikatakan bahwa misi 

OTI!l!!llsasi merupakan lan~-Iangkah yang dilakukan untuk mencapai tujuao 
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organisasi (visi). Semakin banyak misi yang dilakukan, mala semakin bagus 

kineJja dari organisasi yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, kineJja 

organisasi dikatakan buruk apabila hanya sedikit misi yang dilakukan oleh 

organisasi tersebut. 

Lebih Ianjut dikatakan Whitemore (1997:104) bahwa "kineJja adalah 

pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. KineJja adaIah suatu 

perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan". 

KineJja juga diartikan sebagai fungsi-fungsi dari interaksi aDtara 

kemampuan (ability), motivasi (motivation) dan keinginan (obsetion) (Robins, 

1996:128). Konsep ini mengadlDlg pengertian bahwa kineJja dapat dilibat dari 

adanya interaksi aDtara kemamJlllllll, motivasi. dan keinginan yang saling 

menduklDlg. Ketiga faktor tersebut alan saling mempengaruhi antara satu 

dengan yang lain untuk mengbasilkan sebuah kineJja. Semakin tinggi 

kemampuan, motivasi, dan keinginan pegawai alan dapat menciptakan kineria 

yang baik pula. 

Pendapat para ahli di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kineJja 

merupakan pengukuran tingkat pencapaain atas tujuan, visi, dan misi 

organisasi sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi, dan 

kein~inan pe~wai. KineJja pegawai adaIah suatu hasil keJja yang dicapai oleh 

pegawai yang dalam pe1aksanaan tugas pekeJjaan berdasarkan pada uIwran 

dan waktu yan!l telah ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi. 

Sedangkan Hasibuan (2003:94) mengemukakan bahwa kinetia adaIah 

suatu hasil keria yan!l dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tu~ 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan. pengalaman dan 
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sesungguhanya serta waktu. KineIja adalah mempakan gabungan dari tiga 

faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekeJja, kemampuan dan 

penerimaan alas penjelasan delegasi tugas, serta peranan tingkat motivasi 

seorang pekeJja. Semakin tinggi ketiga faktor diatas, mw semakin besar pula 

kineIja dari pegawai yang bersangkutan. 

Veithzal R. (2004:309), berpendapat bahwa kinerja mempakan suatu 

fungsi dari motivasi dan kemampuan.Untuk menyelesaikan tugas atau 

pekeIjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat 

kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup 

efektif untuk mengeJjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang spa 

yang akan dikeJjakan dan bagaimana mengeIjakannya. Motivasi adalah 

kemauan untuk berbuat sesuatu. Dengan adanya motivasi maka pegawai 

memiliki kekuatan pendorong untuk bekeIja. Seorang pegawai bisa memiliki 

kineIja yang baik jika pelaksanaan keJja didukung oleh kemampuan yang 

cukup. Namun kemampuan saja tidaklah lengkap. Disinilah peran motivasi 

sebagai faktor pembeda antara pegawai satu dengan yang lainnya. Oleh 

karenanya, walaupun seorang pegawai memiliki kemampuan yang cukup 

untuk melaksanakan tugas dan pekeJjaanya, tetapi apabila tidak dituqjang oleh 

motivasi yang kuat maka kinerja tidak optimal. 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI 

(1999:3), merumuskan kineJja adaIah gambaran tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan daIam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 
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Dan berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan: 

I.	 Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi yang berarti 

kinerja tersebut adaJah basil akhir yang diperoleh secara sendiri sendiri 

atau kelompok 

2.	 Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan 

tanggungjawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan 

kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan 

dengan baik: 

3.	 Pekerjaan hamslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam 

melaksanakan tugas individu atau lembaga lentu saja hams mengikuti 

aturan yang lelah ditetapkan. 

4.	 Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moml atau etika, artinya selain 

mengikuti aturan yang lelah ditetapkan, lentu saja pekerjaan lersebut 

haruslah sesuai moral dan etika yang ber/aku umum. 

Konsep analisis kinerja dalam konleks yang akan dilakukan 

merupakan proses pengumpulan infonnasi tentang bagaimana tingkat 

kemapuan pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Kabupaten Kepulauan Am dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

untuk mencapai visi, misi dan tujuan lembaga. Kinerja pegawai adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai oleh pegawai yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan 

berdasarkan pada ukuran dan waktu yang lelah ditentukan gwJa mewujudkan 

tujuan organisasi. 
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Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

soatu kegiatanlprogram/kebiajaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu 

organisasi. kinerja merupakan soatu fungsi dari motivasi dan kemampuan 

untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki 

derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu 

tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. 

Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, dengan adanya 

motivasi mw pegawai memiliki ketentuan pendorong untuk bekerja. Seorang 

pegawai dapat memiliki kinerja yang baik jika pelaksanaan kerja didukung 

oleh kemampuan dan motivasi. Disinilah peran motivasi sebagai fuktor 

pembeda antara pegawai satu dengan yang lainnya. Olehnya itu untuk 

mengoptimalkan kinerja maka seorang pegawai memiliki kemampuan dan 

motivasi yang cukup untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

The Ling Gie (\999:7) menyatakan bahwa kinerja sangat ditentukan oleh 

dimensi-dimensi sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja 

2. Kemampuan kerja 

3. Perlengkapan don fasilitas 

4. Lingkungan ekstemal 

5. Leadership 

6. Misi strategi 
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7. Budaya perusahaan 

8. Kinerja individu dan organisasi 

9. Praktik manajemen 

10. Struktur 

11. IkIim kerja 

Motivasi kerja dan kemampuan kerja meropakan dimensi yang culrup 

penting dalam penentuan kinerja Motivasi sebagai sebuah dorongan dalam 

diri pegawai akan menentukan kinerja yang dihasilkan. Begitu juga dengan 

kemampuan kerja pegawai, dimana rnampu tidaknya pegawai dalam 

melaksanakan tugas akan berpengaruh terbadap kinerja yang dihasilkan. 

Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki pegawai akan semakin menentukan 

kinerja yang dihasilkan. 

Tingkat kinerja pegawai sangat tergantung pada dua faktor yaitu 

kemampuan pegawai dan motivasi kerja Kemampuan pegawai seperti : 

tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Tingkat kemampuan akan 

dapat mempengarohi hasil kinerja pegawai dimana semakin tinggi tingkat 

kemampuan pegawai akan mengbsilkan kinerja yang semakin tinggi pula. 

Faktor lain adalah motivasi kerja yaitu dorongan dari dalam pegawai 

untuk melakukan suatu perkejaan sebaik mungkin yang akan mempengarohi 

hasil kinerja. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki semakin linggi pula 

kinerja yang dapat dihasilkan. 

Simamora (1995:500) menyatakan kinerja sangat ditentukan oleh 3 

(tiga) faktor yakni: 
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1.	 Faktor individual yang terdiri dari: Kemampuan dan Keahlian, Latar 

Belakang dan Demografi. 

2.	 Faktor psikologis yang terdiri dari: Persepsi, Attitude, Personality, 

Pembelajaran dan Motivasi. 

3.	 Faktor Organisasi: Swnberdaya, Kepemimpinan, Penghargaan, Struktur 

dan Job design 

Dikatakan kemampuan dan keah1ian sebagai fiIktor individual masing­

masing pegawai. Semakin kompeten kemampuan dan keahlian yang dimiliki 

masing-masing pegawai, akan mempengaruhi pencapaian hasH kinelja. Begitu 

juga dengan motivasi, dimana motivasi merupakan fiIktor psikologis yang 

akan mendorong pegawai dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

perkeljaan. Semakin Iruat motivasi yang melekat pada diri pegawai, semakin 

bagus kinelja yang dihasilkan. 

Walker (1992:98) mengemukakan bahwa kinerja di tentukan oleh 

upaya dan kemampuan individu karyawan itu sendiri serta bagaimana 

menyelesaikan suatu pekeljaan secara obyektif. Karyawan sebagai asset 

organisasi atau perusahaan diharapkan oleh manajemen adaIah sikap mental 

karyawan yang mempunyai motif berprestasi yang tinggi, bagaimana kualitas 

dan kuantitas keljanya, dapat tidaknya diandalkan kerajinannya, sikap 

terhadap organisasi atau perusahaan juga sikap terhadap sesama karyawan 

yang tercermin dalam kemampuan memupuk keljasama yang baik. 

Keban (1995) mengemukakan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan 

untuk mengukur kinelja pemerintah daerah, yaitu pendekatan manajerial dan 

pendekatan kebijakan dengan asumsi bahwa efektivitas dari tQjuan pemerintah 
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daerah sangat bergantung dari dua kegiatan pokok "Public Managemen and 

Policy". 

3. Manajemen Kinerja 

Manajemen kinelja secara mendasar meropakan rangkaian kegiatan­

kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan kinelja, penilaian 

kinerja dan tindak lanjut benJpa pemberian hukuman dan penghargaan. Seluruh 

rangkaian kegiatan tersebut harus dijalankan secara persyaratan 

pengetahuan,keterampilan dan kemampuan serta pengembangan kinelja dan 

pengembangan pribadi.Manajemen kinerja bertujuan untuk memperkuat budaya 

yang berorientasi pads kinelja melalui pengembangan keterampilan, kemampuan 

dan potensi-potensi yang dimiliki oleh 80M dalam suatu organisasi. 8ifatnya 

yang interaktif ini akan meningkatkan motivasi dan memberdayakan 80M dan 

membentuk suatu kerangka ketja dalam pengembangan kinerja. Manajemen 

kinetja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap anggota organisasi untuk 

mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran individu maupun 

kelompok sekaligus mengembangkan potensinya guna mencapai sasaran 

tersebutBerdasarkan tugasnya ini, manajemen kinerja dapat dijadikan landasan 

bagi promosi, mutasi dan evaluasi, sekaligus penentuan kompensasi dan 

penyusunan program pelatihan.Manajemen kinerja juga dapat dijadikan umpan 

balik untuk pengembangan karier dan 80M dalam suatu organisasi. 

Fungsi manajemen kinerja adalab mengushakan memberikan suatu 

pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalaban yang terjadi di suatu 

organisasi baik yang disebabkan oleh fuktor internal dan ekstema, sehingga apa 
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Fungsi manajemen kinerja adalah mengushakan memberikan s08tu 

pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu 

organisasi baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksterna, sehingga apa 

yang dialami pada saat ini tidak membawa pengaruh negatif bagi aktivitas 

organisasi saat ini dan juga yang akan datang. 

Manajemen menurut Achmad.R (2001:13) merupakan seluruh rangkaiann 

kegiatan yang dilakukan dalam sebuah proses manajemen hams terjadi, dimulai 

dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kemudian tahap 

pembuatan rencana, pengorganisasian, pengarahan, dan akhirnya mengevaluasi 

hasil yang dicapai. 

4.	 Faktor-Faktor atao DlmeJlSi KiIIerja 

Prawirosentono (1999) dalam Iuwairah (2007), menulis faktor-l3ktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adaIah sebagai berikut: 

I.	 Efektifitas dan efisiensi 

Ukuran baik buruknya kinerja dalam hubungannya dengan kinerja organisasi 

dapat diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai 

tujuan dan dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong untuk 

pencapaian tujuan. 

2.	 Otoritas dan tanggung jawab 

Wewenang dan tanggungjawah setiap orang dalam suatu organisasi akan 

mendukung kinerja pegawai tersebut Kinerja pegawai akan dapat terwujud 

bila pegawai mempunyai komitmen dengan organisasinya dan ditunjang 

dengan disiplin kerja yang tinggi. 

3.	 Disiplin 
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Disiplin secara umum menunjukkan snatu kondisi atau sikap honnat yang ada 

pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan organisasi.Disiplin 

meliputi ketaatan dan honnat terhadap peIjanjian yang dibuat antara 

organisasi dan pegawai. 

4.	 Inisiatif 

Inisiatif seseorang akan berbitan dengan daya faktor. kreativitas dalam 

bentuk ide untuk merencanakao sasuatu yang berlcaitan dengan tujuan 

organisasi. 

5.	 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kua\itas, 

pengambilan keputusan dan akuntabilitJIs. Pengukurao kineJja sesungguhnya 

mempunyai makna ganda yaitu pengukurao sendiri dan evaluasi kinerja dimana 

kedna hal tersebut terlabih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program 

secara konkrit. Pengukuran kineJja juga merupakan jembatan antara perencanaan 

faktor dengan akuntabilitas sehingga pemerintah dapat dikatakan berbasil jika 

terdapat faktor indikator atau ukuran-ukuran pencapaian yang mengarah kepada 

misi. Tanpa adanya pengukuran kineJja maka sangatlah sulit dicari pembenaran 

yang logis terbadap pencapaianmisi organisasi instansi tersebut 

Berlcaitan dengan kineJja Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Am 

dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pengelola pemungutan pajak dan retribusi daerah maka pemerintah dan 

birokrasi yang ada haruslah mengedepankan strategi dan manajemen yang baik 
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sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan prima serta dapat 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak tersebut sebagai bagian dari 

Pendapatan Asli Daerah (pAD). 

Pengukuran kinaja menurot Ike Kusdyah Rachmawati (2008:123) adalah 

evaluasi fonnal terhadap prestasi pegawai.Evaiuasi tersebut dapat dilakukan 

secara informal dan fonnal. Secara formal evaluasi kinerja mempunyai beberapa 

fungsi; pertama, evaluasi kinaja digunakan untuk menilai efektivitas pegawai, 

kedua, evaluasi kinaja dipakai sebagai dasar penggajian, promosi serta pelatihan 

yang diperlukan. 

6.	 Indikator Kinerja 

Mahsun (2008:77) jenis faktor kinaja pemerintah meliputi faktor-1iIktor 

masukan, keluaran, basil manfaat dan dampak. 

I) Indikator masukan, (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan kellJlllllD. Indikator 

ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya 

manusia, peralatan, material dan masukan lain yang dipergunalcan untk 

melaksanakan kegiatan 

2) Indikator proses (Process), dalam indikator ini proses organisasi merumuskan 

ulruran kegiatan, baik dari segi keceparan, maupun ketepatan pelaksanaan 

kegiatan tersebut 

3) Indikator keluaran (ouJpul) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Indikator 

keluaran digunakan UDtuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu 
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kegiatan. Indikator ini pun dapat dijadikan landasan untuk menilai kemajuan 

suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang 

terdefenisi dan terukur dengan baik 

4)	 Indikator basil (outcomes) merupakan segaJa sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Dengan faktorini 

organisasi akan dapat mengetahui apakah basil yang telah dipernleb dalam 

bentuk output dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat 

memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat 

5)	 Indikator manfaat (benefit) adalah segaJa sesuatu yang terkait dengan tujuan 

akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarlam manfaat 

yang dipernleb dari basil. Indikator ini juga menunjukkan hal yang diharapkan 

dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal 

6) Indikator dampak (impact) adalah pengarnh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negative. 

A.Darma ( 1991:1) dalam skripsi Andi Sufatman Mahmud (2012:21) 

mengatakan bahwa fiIktor sernua cara pengukumn kineJja mempertimbangkan 

hal-hal :sebagai berikut: 

I.	 Kuantitas, yaitu jumlah yang barus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran 

kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau peJaksanaan 

kegiatan, hal ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan atau 

dicapai tersebut. 

2.	 Kualitas, adalah motu yang dihasilkan. Pengukuran kualitatif keluaran 

mencenninkan pengukuran tingkat "kepuasan", yaitu seherapa hesar tingkat 

keberhasilan dalam penyelesainnya. 
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3.	 Ketepatan waktu, adaIah peogukuran untuk mengetahui tepat tidaknya 

pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan 

waktujuga meropakanjenis khusus peoyelesain suhu suatu kegiatan. 

Pengukuran kinerja adaIah kegiatan manajemen yang dikhususkan untuk 

membandingkan ingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target 

dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Menunrt Bernardin 

dan Russel (1993) kriterja dalam peogukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

1.	 Kualitas (quoJity) yaitu merupakan tingkat sejauh mana proses atau basil 

pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang 

diharapkan 

2.	 Kuantitas (quantity) yaitu meropakan jumlah yang dibasilkan, misalDya 

jumlah rupiah, unit, dan sildius kegiatm yang dilakukan 

4.	 Ketepatan waktu (timeliness) yaitu meropakan sejauh mana suatu kegiatan 

diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperbatikan koordinasi 

output lain. 

4.	 Efektivitas (cost effectiveness) yaitu tingkatan dima:1lI peoggunaan sumber 

daya organisasi berupa manusia, teknologi, dan keuangan dimaksimalkan 

untuk mendapatkan basil yang tertinggi atau peogurangan kerugian dari tiap 

unit 

5.	 Kemandirian (need for supervision) yaitu tingkatan dimana seoran karyawan 

dapat melakukan pekerjaanya tanpa perlu meminta pertolongan atau 

bimbingan dari atasannya. 

•
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6.	 Komitmen keIja (interpersonal impact) yaitu dimana seorang pegawai merasa 

percaya diri, punya keinginan yang baik, dan bekeIja sarna dengan rekan 

keJja. 

Uraian tentang cara pengukuran indikator kineIja diatas, dapatlah 

disimpulkan bahwa penerapan indikator kineJja merupakan proses identifikasi dan 

klasifikasi indikator kineIja melalui system pengumpulan dan pengeloIaban 

data/informasi untuk menentukan capaian tingkatan kineIja program organisasL 

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diketahui dengan 

menggunakan evaluasi atau penilaian kegiatan organisasi tersebut berdasarkan 

peraturan, norma, dan etika yang berlaku. Penilaian kineIja dalam k:urun waktu 

tertentu ini disebut dengan pengukuran kineIja organisasi, hasilnya dapat 

dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan organisasi. Oleh karena itu. perlu 

kiranya untuk mengetahui kineIja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Am mciningkatkan kineIja Pegawai dan KineIja organisasi untuk 

peningkatkan mutu pegawai yang professional. 

7. Kinerja Orguisasi (lnstansi Pemerintah) 

Suatu sistem yang terbuka yang di dalamnya tercermin dengan adanya 

komponen-komponen dengan sub-sub komponnen diantaranya; input yang 

mencapai material, perlengkapan, fasilitas, sumber daya manusia, kebijakan dan 

aturm merupakan organisasi. 

Sebagai sistem terbuka dalam kapasitasnya, organisasi 

mentransformasikan sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya kemudian 

diterima sebagai input dari lingkungan untuk menghasilkan suatu produksi 
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berupa barang dan jasa. Sebagai sistem terbuka pula organisasi harus 

mendapatkan sumber-sumber untuk mengadakan pertukaran outputnya dengan 

lingkungan luar, baik yang sifatnya umum ataupun yang sifatnya spesifik berupa 

pemasok, pendistribusian, unit-unit atau wakH pemerintah yaitu lingkungan 

dimana organisasi melakukan kelja sarna suatu organisasi yang telab dibentuk 

baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah, masing-masing yang 

mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai. Keberhasilannya atau kegagalan 

yang diperoleh tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam 

mewujudkan tugas dan operasionalnya. 

Bastian (200 I) mengartikan kinelja organisasi sebagai gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut 

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada penampilan dan 

pemeliharaan sumber daya manusia. Keberhasilan kelompok keJja merupakan 

salab satu contoh keberhasilan organisasi, sekaIigus sebagai ukuran tercapainya 

tingkat tertinggi penampiIan keJja organisasi. Keberhasilan yang ingin diraih pada 

hakekatnya memerlukan waktu dan proses secara bertahap. 

PeniIaian terbadap sualu organisasi yang tentunya akan dilakukan oleh 

ketua atau kepala organisasi dengan menggunakan kriteria seperti: 

1.	 Tercapainya tujuan organisasi 

2.	 Organisasi marnpu memenuhi dan memanfaatkan segala sumber daya yang 

ada secara optimal 

3.	 Kepuasan yang diperoleh dari pegawai bawahan dan mitra kelja 
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4.	 Munculnya kesepakatan antara anggota dalam organisasi dari 

berbagaitingkatan terhadap apa yang sedang dan akan dilakukan 

5.	 Organisasi dapat memberikan pengalaman terhadap kepeotingan yang paling 

baik dari masyarakat. 

Obsom dan Plastrik (2004) berpendapat bahwa pelayanan Pemerintah 

(birocrate) sebagaimana yang dibarapakan adalah pemerintah milik masyarakat, 

yakni pemerintah yang mengalibkan wewenang control yang dimilikinya kepada 

masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan 

yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyrakat pelayanan 

publik akan lebib baik brena mereka akan memiliki komitmen yang lebib baik 

pula, lebib peduli, dan lebib kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang 

diberikan oleh birokrasi ditafsirkan sebagai kewajiban, bukan karena hak mereka 

diangkat oleh pemerintah untuk melayani mayarakat, oleh karena itu harus 

dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat 

menjadi lebib responsij terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang 

model pelayanan yang lebih kreattf serta lebih efisien. 

David Osborne dan Gaebler (1992) mengingatkan hahwa pemerintah 

tidaklah cukup mampu untuk melakukan sendiri kegiatan sektor publik; 

pemerintah tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai kegiatan sektor publik. 

Oleh brena itu keterlibatan unsur swasta, masyarakat dan kelembagaan 

masyarakat lainya dalam menyelenggarakan sektor publik merupakan piliban 

tepat untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, pemberdayaan masyarakat itu 

sendiri. Dari sinilah peran pemerintab dalam menyelenggarakan kegiatan sektor 

publik berubah, dimana tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam proses 
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pembangunan, tetapi pihak swasta, kelembagaan masyarakat dan LSM merupakan 

tiga pilar utama yang hams berperan aktifdalam melakukan proses pembangunan. 

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan 

pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen 

pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efi:1ctit: 

berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk rnampu 

melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik. maka organisasi birokrasi hams 

profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang 

dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara 

terus meneros, agar dapat menjadi a1at yang efisien dan efektif; bersih dan 

berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun 

untuk menggerakkan pembangunan secara Iancar dengan dilandasi semangat dan 

sikap pengabdian terhadap masyarakat. 

Seiring dengan hal tersebut Abdullah (1984) mengatakan bahwa 

determinan penting untuk meningkatkan kinelja birokrasi pemerintah adalah 

dibutuhkan "lnfra-SInJktur Admnistrasi" yang memiliki kesiapan dan 

ketangguhan pada semua tingkatan dan tahapan yang meliputi: (a) organisasi 

pelaksana yang berintikan birokrasi yang mantap dan tangguh; (b) sistem 

administrasi atau lata laksana yang efi:ktif dan efisien; dan (c) susunan aparatur 

atau personalia yang berkemampuan tinggi dari segi profesional, orientasional 

yang disertai rasas dedikasi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa kinelja birokrasi 

pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan dan evaluasi serta 

pengendalian proses pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan 
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oleh faktor kelembagaan, ketatalaksaJiaan, sumber daya manusia, aparatur dan 

dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. 

LAKIP - Dispenda Kabupaten Kepulauan An! (20 II) dalam mencapai 

sasarannya tidak terlepas dari: 

I.	 Rencana Strategis 

Strategi ada1ah earn mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan 

kedalam kebijakan program. Program kineJja dinas Pendapatan 

Kabupaten Kepulauan Am yang tertuang dalam RENSTRA Kabupaten 

2011-2015 yang diarahkan palla: 

a.	 Menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis dan Rencana Ketja 

Dinas Pendapatan yang meliputi berbagai bidang prioritas; 

b.	 Peningkatan kualitas Pemerintah Daerah melalui inovasi scrta kreativitas 

dalam mengelola scrta menentukan arab pembangunan; 

c.	 MeningkaJkan mum, disiplin, etos kerja dan profesionalisme Lembaga 

serta Aparatur untuk dapaJ menjalankan Pemerintahan yang partisipatit; 

transparan dan akunJable dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

d.	 Penyempurnaan mekanisme kerja, manajemen, struktur organisasi untuk 

menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik 

dalam rangka menghasilkan nilar tambah dan pelayanan prima bagi 

Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah 

e.	 Memberikan pelayanan berbasis infonnasi dan teknologi (IT) 

f.	 Mengembangkan kualitas kehidupan kerja (Quality OfWork Life) yang 
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kondusif 

g.	 Menjalin kerjasama dan kemitraan Pemerintah dan Swasta 

h.	 Peningkatan Pendapatan Daemh 

Berpedoman dari araban tersebut, Dinas Pendapatan Daemh 

Kabupaten Kepulauan Am menetapkan cam mencapai nyuan dengan sasaran 

sebagai berikut : 

I.	 Peningkatan sumber daya manusia; 

2.	 Meningkatkan pendapatan asli daerah mta-mta 10 % per tahun; 

3.	 Meningkatkan penerimaan daerah lainnya mta-mta 10 % per tahoo 

4. Meningkatnya sarana dan pmsarana pendukung pelaksanaan tugas. 

Dari 4 (empat) sasaran tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) kebijakan: 

a.	 Menetapkan progmrn dan Kegiatan Dinas Pendapatan yang telah 

direncanakan 

b.	 Memotivasi pegawai untuk bersama-sama mendukung misi yang telah 

ditetapkan 

c.	 Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pekerjaan dengan 

mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan yang telah diprogramkan 

d.	 Menetapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang seimbang dengan 

sarana dan pmsarana sertajumlah kualitas Sumber Daya Manusia yang ada 

Menerapkan koordinasi yang baik dalamnya pelaksanaan tugas sehingga 

tercipta suasana kerja yang kondusif. 
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8. Konsep Perpajakan 

a. Pajak 

Adriani dalam Brotodimjo (2003:2) berpendapat bahwa pajak adalah iuran 

kepads negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak 

membayamya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya ada1ah untuk membiayai 

pengeluaran - pengeluaran ummo berhubungan dengan tugas aparatur untuk 

menyelengarakan pemerintahan. 

Adriani memasukan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai 

suatu spesies ke dalam genus pungutan. Dalam definisi ini titik berat diletakan 

pads fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainya 

yaitu fungsi mengatur. Ddimaksudkan adaIah dengan tidak mendapat prestasi 

kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan 

pembayaran "iuran" itu. Prestasi dari negara, seperti hak mempergunakan jalan­

jalan moum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah 

barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu 

secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. 

Buktinya, orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam 

kenikmatan. Munawir (1997:3) mengutip pendapat Rachmat Sumitro 

mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepads kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Mangkoesoebroto (1993:181) 

menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan 

tersebut didasarkan pads undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepads 
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subjek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung temadap 

penggunanya. 

Davey (Terjemahan Amrullah. 1988) dalam skripsi Indra Rindu Datu K, 

Analisis faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (pAD) di Makassar 

Tahoo 1999 - 2009, memberikan pengertian pajak sebagai, pertama, Pajak yang 

dipoogut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah itu sendiri daIam hal ini 

bahwa seberapa besar pajak yang dipoogut Iangsoog dari masyarakat telah 

ditentukan dan diatur dalam PERDA. Kedua, Pajak yang dipungut berdasarkan 

peraturan Nasional, tetapi penetapan tarifuya oleh pemerintah daerah. Ketiga, 

Tarlf yang ditetapkan dan dipoogut oleb pemerintah daerah. Dan yang Keempat, 

Pajak yang dipoogut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi basil 

pengaturannya diberikan kepada pemerintah daerah dan dibagihasilkan dengan 

atau dibebankan pOOgutan tambahan oleb pemerintah daerah. 

Mansury (1994:43) mengatakan bahwa oosur ketiga dari sistem 

perpajakan adalah administrasi perpajakan, yang mempunyai tiga pengertian 

yaitu: 

I). Suatu instansi atau badan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab ootuk 

menyelenggarakan pungutan pajak 

2). Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi 

perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan poogutan pajak 

3). Kegiatan penyelenggaraan poogutan pajak oleb suatu instansi atau badan 

Pendapatan Asli Daerab dilibat dari segi penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi memiliki arti yang sangat 

penting karena merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



29 

merupakan soko guru dari kelestarian otonomi dan merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap kemampuan administrasi daerah. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikatakan oleh Widjaja (1998:106) bahwa terdapat lima variaOOl 

sebagai fiIktor pokok untuk mengukur kemampuan sesuatu daerah untuk 

berotonomi. Lima variabel tersebut adalah : pertama, kemampuan keuangan 

daerah yang nilainya ditentukan oleh berapa OOsar peranan Pendapatan AsH 

Daerah terhadap jumlah pembiayaan daerah. Kedua, kemampuan aparatur. Ketiga, 

partisipasi masyarakat. Keempat, variaOOl ekonomi. Kelima, variabel demografi. 

Salah sam unsur penting dalam Penerimaan AsH Daerah ini adalah Pajak 

Daerah. Pajak daerah merupakan salah sam OOntuk peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumOOr pendapatan 

daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleb Daerah pada umumnya 

dalam kaitan penggalian sumber-sumOOr pajak daerah, yang merupakan salah sam 

komponen dari PAD, adalah OOlum memberikan kontribusi yang signifikan 

terbadap penerimaan daerah secara keseluruhan. 

BeOOrapa pengertian tersebut di atas dapat juga ditarik kesimpulan bahwa 

unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pajak yaitu: 

I.	 Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara dimana dapat diartikan 

yang OOrhak untuk melakukan pungutan pajak yaitu negara dengan alasan 

apapun swasta tidak baleh memungut pajak 

2.	 Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) 
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3.	 Pembayaran pajak tidak mempunyai kontraprestasi langsung secara individu 

artinya kontraprestasi diberikan oleh negara kepada rakyat dan tidak dapat 

dihubungkan secara langsung dengan besamya pajak 

4.	 Pajak dipenmtukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam 

arti bahwa pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai mantBat bagi 

masyrakat secara umum 

5.	 Pajak dipungut disebabkan sesuatu keadaan, kejadian atau yang memberikan 

kedudukan tertentu pada seseorang dengan demikian pajak hanya dapat 

dipungut oleh pemerintah 

6.	 Pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya dan 

aturan pelaksanaannya 

7.	 Pajak merupakan kewajiban masyarakat yang apabila diabaikaD, terkena 

sanksi sesuai undang-undang yang berIaku. 

Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama 

(budgetair) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan 

mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (reguler). Pajak 

sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna 

membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin (Supannoko. 

1997:96). Oleh sebab itu kedua fungsi pajak di atas hams dijalankan secara 

seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang 

sangat berpengaruh terfJadap kegiatan perekonomian. Pengenaaan pajak dapat 

menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan kepentingan umum, sehingga 

perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam 

jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak 
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terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk 

menghindari teJjadooya disinsentifbagi perekonomian. 

b.	 Pajak Daerah 

Undang-undang Nomor 34 Taboo 2000 Perubaban atas Undang-undang 

Nomor 18 Taboo 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pengertian 

Pajak Daerah adalab Iunm wajib yang dilakukan oleh orang pribadi Atau badan 

kepada daerah tanpa imOOlan Iangsoog yang seimbang yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang - oodangan untuk membiayai penyelengaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Davey (1988:40) secara umum mengemukakan bahwa perpajakan daerah 

dapat diartikan sebagai berikut: 

1.	 Pajak yang diplDlgut oleb pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah 

sendiri; 

2.	 Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifuya 

oleh pemerintab daerah 

3.	 Pajak yang ditetapkan dan atau dipoogut oleh pemerintab daerah; 

4. Pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh pemerintah pusat tetapi	 basil 

pungutannya diberikan kepada, diOOgibasilkan dengan, atau dibebani 

pungutan tambaban (opsen) oleh pemerintah daerah. 

Dalam ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud dengan pajak berdasarkan 

Undang-Undang (UU) Nomor 34 Taboo 2000 tentang Perubaban atas oodang­

oodang nomor 18 taboo 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 

nomor 6 adalab iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan Iangsung yang simbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunann daerah. 

Selanjutnya untuk menilai pajak daerah menurut Devas,dkk (1989 : 61­

62), dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai beri1rut: 

1.	 Hasil (Yield) yaitu memadai tidaknya basil suatu pajak dalam kaitannya 

dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya 

memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan basil pajak dengan 

biaya pungut, dan elastisitas basil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan 

penduduk: dan seabagainya 

2.	 Keadilan (Equity) dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan 

tidak sewenang-wenang; pajak hams adil secara horisontal (artinya, beban 

pajak harus sarna antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan 

kedudukan ekonomi yang sarna); adil secara vertikal (artinya, beban pajak 

harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya 

yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam 

arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang 

dalam beban pajak dari sam daerah ke daerah lain, kecuali jib perbedaan ini 

mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat) 

3.	 Daya guna ekonomi (Economic Efficiency). Pajak hendaknya mendorong 

(atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara 

berdaya guna dan pilihan produsen menjadi salah arab atau orang menjadi 

segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak 

4.	 Kemampuan melaksanakan (Ability 10 ImplemenJ), suatu pajak haruslah dapat 

dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha 
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5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Stability as a Local Revenue 

Source), ini berarti hamslah jelas kepada daerah mana suatu pajak hams 

dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sarna dengan 

tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara 

memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah 

hendaknya jangan mempertajarn perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi 

potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan 

beban yang lebih besar dari kemarnpuan tata usaha pajak daerah. 

Smeet Geodhart, (1982:92) merumuskan pengertian pajak daerah adalah 

sebagai berikut : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang hams diserahkan 

kepada penguasa publik Daerah, menurut norma-norma yang telah ditentukan atau 

ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu 

sebagai penggangtinya. 

Apabila bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom 

Inggris yang lain, maka menurut Musgrave dalam Soemitro (1991: 15-16) 

haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a.	 Penerimaan/pendapatan hams ditentukan dengan tepat 

b.	 Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan 

pembayaran pajak sesuai dengan kemampuanya 

c.	 Yang menjadi masalah penting adaIah bukan hanya pada titik mana pajak 

tersebut harns dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harns 

ditanggung 

d.	 Pajak harns dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap 

Keputusan perekonomian dalam hubungnya dengan pasar efisien 
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e. Stroktur pajak barns memudahkan penggunaan kebijakan aktor untuk 

mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi 

f.	 Sistem pajak barns menerapkan administrasi yang wajar dan tegaslpasti 

serta barns dipahami oleh wajib pajak 

g.	 Biaya administrasi dan biaya-biaya lain barns serendah mungkin jika 

dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain 

Mempertahankan prinsip tersebut diatas, maka perpajakan daerah harus 

memiliki ciri-eiri sebagai berikut: 

I.	 Pajak daerah secara otomatis dapat dipungut, berarti perbandingan antara 

penerimaan pajak hams lebih besar dati ongkos pemungutannya 

2.	 Relatif stabi~ artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, 

kadang-kadang meningkat secara faktor kalanya menurun tajam 

3.	 Basis pajaknya hams merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan 

(Bimetif) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay). 

Defmisi di alas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak 

dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah KabupatenlKota.Diatur berdasarkan Peraturan 

Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah. 

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah 

merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah 

Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah KabupatenIKota, diatur 

berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan 

daerah. 
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Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, dibagi 

menjadi 2 (dua) yakni: 

I.	 Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi 

2.	 Pajak Daerah yang dipungut oleh KabupatenIKota 

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenlkota, yakni sebagai berikut 

I.	 Pajak provinsi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pajak 

kabupatenlkota kewenangan pemungutan terdaoat pada Pemerintah 

DaerahlKota. 

2.	 Objek pajak kabupatenlkota Iebm luas dibandingkan dengan objek P'liak 

provinsi, dan objek pajak kabupatenlkota masm dapat diperluas berdasarkan 

peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang 

ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya hams melalui 

perubahan didalam Undang-Undang. 

Perpajakan Daerah oleh K.J.Davey (1988:39) dapat diartikan sebagai 

berikut: 

1.	 Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah 

sendiri 

2.	 Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. 

Co Jenis Pajak Daerah 

Kriteria Pajak Daerah secara spesiftk dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal 

yakni: 
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I. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang 

dilaksanalcan oleh daerah itu sendiri 

2.	 Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi 

penetapan besamya pajak oleh pemerintah daerah 

3.	 Pajak yang ditetapkan dan atau yang dipungut oleh pemerintah daerah itu 

sendiri 

4.	 Pajak yang dipungut dan diadministrasi oleh pemerintah pusat, tetapi basil 

pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. 

Selanjutnya pajak daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutannya 

dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: 

I.	 Pajak Daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 

provisni, terdiri dari: 

a.	 Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan dialas air 

b.	 Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan dialas air 

c.	 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d.	 Pajak pengambilan dan pemanfilatan Air Bawah Tanah dan Air Permukan. 

2.	 Pajak Daerah KabupatenlKota, yaitu pajak daeerah yang dipungut oleh 

pemerintah daerah KabupatenIKota, terdiri dari: 

a.	 Pajak Hotel 

b.	 Pajak Restauran 

c.	 Pajak Reklame 

d.	 Pajak Hiburan 

e.	 Pajak Parkir 

f.	 Pajak Penerangan Jalan 
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g. Pajak Pengarnbilan baban galian Golongan C. 

d. Objek Pajak Daerab 

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang hams dipenuhi 

adalab adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati 0100 wajib pajak. Pada 

dasamya objek pajak meropakan madifestasi dari laa1bestand (keadaan yang 

nyata. Dengan demikian laoJbesland adaIah keadaan, peristiwa, atau perbuatan 

yang menurut peraturan penmdang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. 

Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak moocul (secara objektif) apabila ia 

memenuhi laa1bestand. Tanpa terpenuhinya laa1besland tidak ada pajak terutang 

yang hams dipenuhi atau dilunasi. 

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 34 Taboo 2000 tidak secara 

tegas dan jelas menentukan yang menjadi objek pajak pada setiap pajak daerah. 

Penentuan mengenai objek pajak daerah tetdapat pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Taboo 2001 tentang Pajak Daerah. 

B. Kerangka Pemikiran 

Bernardin dan Russel (1993) mengatakan bahwa kriteria dalam 

pengukuran kineJja sebagaimana yang telab penulis kemukakan dalam Konsep 

Indikator KineJja diatas yang terdiri dari; Kualtas (quality), yaitu Proses atau hasil 

pelaksanaan kegiatan mendekati kesempumaan dari pada pencapaian tujuan yang 

diharapkann; Kuantitas (quantity), yaitu jumlab yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan; Ketepatan waktu (timlinness), merupakan sejauhmana suatu kegiatan 

dapat dilakukan tepat pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan 
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koordinasi outpu lainnya; Efektivitas (cost effectiveness), yaitu tingakatan dimana 

penggunaan sumberdaya organisasi beropa manusia, teknologi dan keuangan 

dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atau pengurangan 

kerugian dari tiap unit; Kemandirian, yaitu tingkatan dimana seorang karyawan 

dapat melakukan pekeljaanya tanpa perlu meminta pertolongan atau bimbingan 

dari atasannya; Komitmen kelja (interpersonal impact) yaitu dimana seorang 

pegawai merasa percaya diri, punya keinginan yang baik, dan bekelja sarna 

dengan rekan kelja 

Ditambahkan pula oleh Prawirosentno (1999) dalam skripsi Juwairah 

(2007), faktor-faktor yang mempenagrohi kinelja pegawai EfektijiJas dan 

Efisiensi, yaitu ukuran baik buroknya kinelja dalam hubungannya dengan kinelja 

organisasi dapat diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila 

mencapai tuj uan dan dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong 

untuk pencapaian tujuan. Otorita'J dan Tanggungjawab, yaitu wewenang dan 

tanggungjawab setiap orang dalam suatu organisasi akan mendukung kinetja 

pegawai tersebut. Kinelja pegawai akan dapat terwujud bila pegawai mempunyai 

komitmen dengan organisasinya dan dituJ1iang dengan disiplin kelja yang tinggi. 

Disiplin dan lnisiatif, yaitu disiplin secara umum menunjukkan suatu kondisi atau 

sikap hormat yang ada pada diri pegawai terbadap peraturan dan ketetapan 

organisasi. serta Inisiatif dan Kreatifitas yaitu kemampuan yang menyangkut 

daya poor dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan 

tujuan organisasi. Kemampuan pegawai seperti : tingkat pendidikan, pengetahuan, 

dan pengalaman. 
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Menganalisis kineJja Pegawai dalam peningkatan pajak daerah di Dinas 

Pendapatan Kabupaten kepulauan Am, penulis akan menggunakan enam kriteria 

pengukuran kineJja saling mempengaruhi dalam melihat kineJja pegawai 

terhadap peningkatan penerimaan pajak tersebut dan empat faktor yang 

mempengaruhi kineJja ( Gambar:2.1). 

Kriteria Pengukuran
 
Kin e r j a (Bernardin dan
 

Rnssel, 1993)
 

- Knalitas Pekerjaan 
- Kuanotas Pekerjaan 
- Ketepatan Waktu 
- Efektifitas 
- Kemandirian 
- Komitmen 

KerjaMotivasi 

Peningkatan Kinerja
 
Dinas Pendapatan
 

Kabnpaten
 
Kepulanan Am
 

Faktor-faktor pendnkung dan 
penghambat Kinerja 

(prawirasantono,I999) 
- Ef"lSiensi & Efektifitas 
- Wewenang dan 

Tanggungjawab 
- Disiplin 

Gambar: 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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BABli
 

METODE PENEUTIAN
 

A. Bentuk dan Pendekatan Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study). Menurut 

Creswell (1994) menyatakan bahwa studi kasus (case study) adaIah suatu model 

yang menekankan pada eksplorasi dari suatu "sistem yang teIbatas" (bounded 

system) pada satu kasus alaU bebeIapa kasus secara mendetaiI. Disertai dengan 

pengendalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber infonnan 

yang kaya akan konteks. Studi kasus adalah suatu model penelitian kalitatif yang 

terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu 

tertentu. Lebih dalam, studi kasus merupakan suatu yang bersifat komperbensif; 

intens, terperinci dan mendalam serta Iebih diarahkan sebagai upaya untuk 

menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer 

(berbatas waktu). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

digunakan oleh peneliti karena objek yang diteliti adalah fenomena sosial yang 

berbubungan dengan perilaku manusia dan proses keJja. Menurut Bogdan dan 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Opper dan Emory (1996) tipe 

penelitian deskriptifdigunakan jika ada pengetahuan atau infonnasi tentang gejala 

sosial yang akan diselidiki atau dipennasalahkan. (Silalahi, 2009:29). 

B. Sumber Data 
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Surnber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleb (Moleong, 1998:114). Untuk mengumpulkan data-data yang digunakan 

untuk membahas masalah dalam penelitian ini, sumber data diperoleb dari: 

a.	 Data Primer 

Data Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa teJjadi. Data 

primer atau sumber primer merupakan suatu objek atau dokumen original­

material mentab dari perilaku yang disebut "first hand in/orman ". (Vma 

Sekaran, 1992 daIam Silalahi, 2009:289). 

b.	 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan orang kedua 

atau sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakualm. 

(Bryman, daIam Silalahi, 2009:291). Data sekunder ini bersumber dari 

dokumen-dokumen resmi yang berbubungan dengan masalah yang diteliti. 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis film sumber tertulis, yang dapat berbagi 

atas sumber buku dan majalah lImiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan 

dokumen resmi (Moleong, 2002:160). 

C.	 Teknik Pengumpulan Data. 

Menurut Creswell (2010:266) prosedur pengumpulan data meliputi usaha 

membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, 

baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi- materi visual seTta 

usaha merancang protokol untuk merekamlmencatat informasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.	 Wawancara 
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Dalam wawanearn kualitatit: penelitian dilakukandenganface toface interview 

dengan partisipan. Wawanearn-wawanearn seperti ini memerlukan 

pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan 

bersifat terbuka (open-ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan 

dan opini dari para partisipan. (Creswell, 2010:267). 

b.	 Observasi 

Observasi atau pengarnatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis.Pengarnatan dapat dilakukan secara terlibat 

(partisipasi) maupun non partisipatif. (ldrus, 2009:01) dalarn pengarnatan ini, 

peneliti merekamlmencatat baik dengan earn terstruktur maupun semi struktur 

(misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin 

diketahui oleh peneliti). (Crewel!, 2010:267). 

c.	 Dokumen 

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran darl sudut pandang subjek media tertu1is dan 

dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan. (Herdiyansah, 2010:143). Dokumen ini bisa berupa dokumen 

publik (seperti koran, majalah. laporan kantor) atau dokumen privat (seperti, 

buku harlan, email). Kelebahan studi dokumen ini memungkinkan peneliti 

memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan dan menyajikan data 

yang berbobot. Data ini biasanya sudah ditulis secara mendalam oleh 

partisipan. (CrewelI, 2010:270). 

D.	 Instrumen Penelitian 
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Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama. Dikatakan sebagai 

instromen utama karena peneliti berfungsi daIam menetapkan penelitian, memilih 

subjek penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

menganalisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti memilih 

subjek penenlitian untuk memperoleh data dilapangan, mengadakan observasi 

parsitipatif dengan terjun langsung ke lapangan, bergaul, mengamati dan 

bersosialisasi dengan mereka. Dengan demikian peneliti menjadi a1at utama daIam 

penelitian kualitatif. Peneliti kuaIitatif memandang bahwa realitas ito holistik dan 

dinamis sehingga segala sesuatunya belwn mempunyai bentuk yang pasti. Dalam 

keadaan demikian tidak ada pitihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai a1at 

untuk mencapainya. 

Untuk melengkapi alat pemcrolehan data maka akan digunakan beberapa 

instromen lain seperti : pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan 

lapangan, dan tape recorder. 

1.	 Pedoman wawancara, adalah pedoman yang ditujukan kepada sUbjek 

penelitian yang berisi unsur-unsur perspektif sosiologis, psikologis, dampak 

sosiologis dan nampak psikologis. Pedoman wawancara berisi pctunjuk­

petunjuk wawancara kepada subjek yang berfungsi untuk mengarahkan 

wawancara agar tidak keluar dari konteks dan fokus penelitian 

2.	 Pedoman observasi, digunakan sebagai alat bantu dalam mengamati data yang 

tidak sempat terekam melalui wawancara. Pedoman tersebut berisi petunjuk­

petunjuk yang membantu peneliti agar hasil wawancara dapat dimaknai 

dengan benar dengan memperhatikan ekspersi, suasana kegiatan, kondisi­

kondisi internal subjek penelitian. 
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E.	 Informan Penelitian 

Penentuan infonnan dalam penelitian ini ditetapkan secara pwposiveyaitu 

mereka yang dianggap mempunyai kompotensi dalam kaitannya dengan pihak­

pihak yang terlcait dalam pengambilan kebijakan dan proses implementasi 

kebijakan : 

a.	 Kepala Dispenda 

b.	 Sekretaris Dispenda 

c.	 Kabid Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Dispenda 

d.	 Kabid Pengelolaan Sumber Lain-lain Dispenda 

e.	 Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan Dispenda 

f.	 Kepala Seksi Penagihan Dispenda 

g.	 Kepala Sub Bagian Perencanaan Dispenda 

h.	 StafDispneda 

i.	 Wajib Pajak 

F.	 Teknik Analisis nata 

Data-data infonnan yang diperoleh dalam penelitian akan diana1isis 

dengan menggunakan model interaktif. Payto dalam Moleong (2000:103), model 

interaktif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam 

suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 

Dalam model interaktif terdapat tiga komponen analisis menurut Miles 

dan Humberman (1992:16-19), yaitu: 

a.	 Reduksi data; sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transfonnasi data kasar yang muncul dari 
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catatan-eatatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama penelitian berlangsung. 

b.	 Penyajian data; sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakao. 

c.	 Penarikan kesimpulan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utub. Kesimpulan­

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Model analisis 

data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Model analisis data kuaIitatif menurut Milles dan Humberman (1992) 

[~edUctioU Data J	 [ Data Diplay J 

~ /

c::J 

~,.---------..
 
Couclution 

Gambar3.1
 
Model analisis data kualilatif menu",! Mille! dau Humbe...uan (1992)
 

Dalam model interaktif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

. berlanjut, berulang dan terus menerus, masalab reduksi data, penyajian data dan 

penarlkan kesimpulanlverifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. (Milles dan 

Huberman, 1992:20). 
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BABV 

PENUTUP 

A.	 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang teiah dibahas pada bab 

sebelumnya,maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kinetja Dinas PeMap""m 

Daerah Kabupaten Kepulauan AnI dalam penerimaan pajak daerah cukup baik 

dan dapat diukur dengan Kualitas Peketjaan (quality of work), Kuantitas 

(quantity), Ketepatan Waktu (timelines), Efektivitas (cost efficth>e), Kemandirian 

(need for supervision) dan komitmen kelja (interpersonal impact) serta Faktor­

Faktor yang mempengaruhi kinelja dapat dilibat dari fuktor disiplin, wewenang 

dan tanggungjawab, efisiensi dan inisiatif. Dari hasil penelitian membuktikan 

bahwa: 

1.	 Hasil pengukuran kinetja Dinas Pendapatan Daerah menunjukan Kualitas 

peketjaan (quality ofworl), kuantitas peketjaan (quantity ofwonl;l, ketepatan 

waktu, efektifitas dalam penyelesaian peketjaan dapat dikatagorikan "cukup 

baik". Sementara indikator kemandirian Kepulauan Am kategori "kurang 

baik" Sedangkan indikator komitmen kerja dikategorikan "ba.ik" ba1 ini 

didukung oleh data yang akurat. 

2.	 Faktor-Faktor pendukung dan penghambat kinetja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Kepulauan Am adaIah: 

a.	 Faktor-Faktor pendnlomg; Disiplin, wewenang dan tanggungjawab, 

efisiensi dan inisiatif pegawai Dinas Pendapatana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Am secara keseluruhan sudah eukup ba.ik. 
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b.	 Faktor-faktor penghambat adalah: 

- Adanya regulasi peraturan pemerintah daerah yang menetapkan 1arget 

penerimaan pajak yang tidak mempertimbangkan patensi pajak daerah 

yang ada; 

- Keengganan wajib pajak membayar pajak kerena tingginya pungutan 

pajak yang memberatkan; 

- Adanya sebagian pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupalen 

Kepulauan Am yang tidak Disiplin, menyalahi wewenang dan 

tanggungjawab, rendabnya inisiatifdan efisiensi. 

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang handal dan berpendidikan 

tinggi. 

-	 Sarana Prasarana pendukung yang belum canggih sesuai tuntutan 

modemisasi khususnya dalam penyediaan sistem perangkat 

pengelolaan pajak daerah. 

B. Saran
 

Adapun saran-saran yang penulis dapat kemnkabn disini ada1ah sebagai berikut :
 

l.	 Kualitas pelayanan dapat dioptimalkan dengan peningkatan kinerja Dinas 

Pendapatan melalui pengambangan 8DM di bidang penerimaan pajak daerah 

dengan melakukan pendjdikan dan pelatihaD formal maupun informal serta 

pemberian motivasi oleh pimpinan unit. 

2.	 Prasarana dan sarana Dinas Pendapatan perlu ditingkatkan daIam rangka 

pelayanan prima kcpada masyarakat terotama dalam kuantitas, tepa! waktu, 

efektifitas, tingkat kemandirian dan komitmen keJja Dinas Peudapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan AnI. 
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3.	 Perlu ditingkatkan pembinaan Disiplin Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Am. Dengan adanya disiplin, wewenang dan tanggungjawab, 

efisiensi dan inisiatif dapat dilaksanakan dengan bait sehingga tujuan dan 

sasaran organisasi dalam hal ini peningkatan pe"dapallln daerah dari bidang 

pajak dapat tercapai. 

4.	 Perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah. 
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DAFfAR LAMPIRAN WAWANCARA 

Pertanyaan	 Menurut BpklIbu,SdraII, Apakah program kerja di Dinas 
Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru sudah sesuai dengan 
perintah atasan? yaltidak. Berikan penjelasan! 

Jawab : Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru 
J.Ubyaan.S,sos. 

.. Ya, dari sisi kualitas pelayanan yang dicapai Dinas 
PendapatllDi dimaD3 pekerjaan yang dilakukan cuJrup baik dan 
sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang 
mana berdasarkan basil pengukuran kinerja secara umum 
kinerja dinas pendapatan daerah sudah menunuukan basil yang 
baik dari sisi realisasi progam dan kegiatan maupun 
penyerapan anggaran. Wa1aupun faktor intemaI dan eksternal 
juga sangat mempengaruhi kinerja setiap organisasi pemerintah 
daerah termasuk dinas pendapatan daerah" (basil wawancara 
2013). 

Jawab	 Sekretaris Dinas Pendapata Kabupaten Kepualauan An!, 
S. Sipabelat,S.Sils. 

.. Ya, Perintah atasan adalah suatu b:wajiban yang hams 
dilaksanalcan oleh para bawahannya guna untuk: menyelesai1am 

pekeIjaan didalam suatu intansi. Dilihat dari kondisi rill 
Dispenda disaat ini manang ada pegawai yang meJakanakan 
tugas sesuai perintah atasan seperti penagihan pajak daemh tapi 
ada juga yang belum melaksanakan b:wajibmmya sebingga 
perintah atasan belum memenubi apa yang diingininya. Lebih 
lanjut dikatakan dalam nmgka peningkatan kua1i1as pelayanan 
pajak daerah pedu diJakukan kajian teDtang penerimaan pajak 
daerah sehingga kebijakan yang diambil daImn hal penerimaan 
pajak daerah didukung oleh data yang valid dan ak.untabeI. 
Selain itu peningkatan kapasiJas dan pembagian tugas juga perlu 
ditingkatkan dan diawasi. sehingga kualilas pe1ayanan dapat 
ditingkatkan (Wawancara 15 Agustus 2013). 
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Pertanyaan:	 Menunrt Bapak/Ibu,SaudaralI, Apakah Pengetahuan atau Sumber 

Daya Mamma Dinas Pendapatan dalam hal penerimaan daerah 
dari sisi pajak daerah yang ada sudah maksimal? Berikan 
Penjelasan! 

Jawab	 Kepala Seksi Penagihan, Bapak Bernadus Kalabilgair,s.sos 

"peningkatan kapasitas aparatur khususnya dibidang penagihan 
pajak dan ritribusi daerah sang'lt perlu ditingkatkan, diakui 
keterbatasan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak dan 
ritribusi daerah menyebabkan pelayanan dalam. bidang 
perpajakan dan ritribusi daerah belum optimal. Sehingga 
diharapkan ke depan kapasitaas aparatur perlu ditingkatkan 
dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan formal maupun 
bimbingan teknis khusus dibidang perpajakan dan riuibusi 
daerah" (wawaneara tanggal 24 juli 2013). 

PertaDyaan:	 Menunrt BapaklIbu,SaudaraJi, Bagaimana dengan ketepatan 
waktu penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang diberikan 
dalam penagiban pajak daerah? Berikan pemjelasan! 

Jawab	 Kepaia Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Am 
J.Ubyaan,S,80s 

.. waktu penyelesaian tugas dan tanggungjawab memungut pajak 
sudah tepat waktu. PegaWBi. sudah melakukan hlgBsnya namun 
kontribusi dari wajib pajak saja yang sering kali belum menepati 
waktu pembayaran pajak dan kalau dilibat dari pungutan pajak 
reklame sudah baik dan selalu rnencapai 1arget akan tdapi pajak 
nunah makan, hotel dan restaurant yang masih memeuuhi 
kendala". Disisi lain penagiban pajak juga dipengarohi oleh 
kondisi wilayah sebingga seringkali waktu dan jadwal yang 
ditentuk:an tidak sesuai skecbd k.arena penagiban pajak khususnya 
di daerah diluar kola kabupaten sangat tergantung pada keMalJD 
ildim(wawaneara tanggal 18 Agustus 2013). 

Jawab :	 Kepa1a Bidang Pendapatan lain-lain Bapak Bernadus Adjas,SE. 

.. dalam penagiban pajak untuk penyelesaian tugas dan 
tanggungjawab seringkali tidak tepat waktu. Hal ini di.karenakan 
sarana transportasi yang kurang m~ didukung pula cuaca di 
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daerah yang kadang tidak menentu dilapangan dan kelangkaan 
BBM, sebingga sangat berpengaruh terbadap pelaksanaan 
kegiatan dilapangan atau dengan kata lain tugas dan 
tanggungjawab seringkali tidak tepat waktu".( wawancara 
tanggal5 Agustus 2013). 

Jawab	 Kepala Bidang Pendapatan lain-lain Bapak Bemadus Adjas,sE. 

" tergantung apakah pekeIjaan itu dalam pelaksanaannya hanya 
berlcisar dalam lingkup dinas pendapatan yang ada dipusat kola 
ataukab pekeIjaan itu meliputi seluruh kecamatan yang berada 
daIam wilayah Kabupaten Kepuiauan Am. Kalau hanya berkiSar 
didalam pusat ibukota pasti ak:an selesai tepat "MJktu tetapi kalau 
pekeIjaan itu di wilayah kecamatan pasti tidak sesuai dengan 
"MJktu yang ditentnkan karena faktor ildim, luas wilayah, 
keiangkaan BBM dan minimnya prasarana transportasi ". (basil 
wawancara 5 Agustus 2012). 

Pertanyaan: Menurut BapaklIbu,Saudarali, Apakah sarana prasarana fasilitas 
kantor yang ada sekarang sudah memadai dan dapat mendukung 
KineIja untuk pencapaian tujuan organisasi Dinas Pendapatan? 

. Berikan pemjelasan! 

Jawab	 Kepaia Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan AnI 
J.UbylllUl,S,sos. 

"keadaan fasilitas kantor yang ada sekarang ini belum memadai 
waJaupun kantor yang ditepati ada1ab bangunan bam dan perlu 
dibenahi kedepan. Dan dalam rangka pening1calan peJajauan 
dinas pendapatan daemh kedepan perin ditingbtbm sarWiB dan 
prasarana operasional lapangan khusus bagi pegawai penagiban 
pajak dan retribusi daerah hal ini· disebabkan kondisi rill 
Kabupaten KepnJamID AnI dan penyediaan pemngkat lunak 
sistim aplikasi pengelolaan pendapatan daerab. Walaupun 
dengan kondisi yang ada pelayanan kepada m.asyarak:at tetap 
diIakukan dengan penuh rasa tanggungjawab". (wawancara 18 
Agustus 2013). 

Jawab	 Sekretaris Dines Pendapatll Kabupaten Kepuahl1Jan Am, 
S. Sipahelut,S.Sos. 
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Jawab 

JaW1lb 

"Efisiensi disini menyangkut bagaimana seorang pegawai dapat 
mengoptima1ksn penggunaan waktu dan biaya dimana pegawai 
yang ada disini menyelesa;kan setiap tugasnya deogan 
memperhatikan waktu dan biaya yang digunakan agar dapat 
diminimalisir dengan sehemat rnoogkin tetapi mutu dari basil 
kerja tetap rnemnsskan, dengan demikian pegawai sudah 
bekerja seefisien moogkin dan jib dilihat dari kondisi lapangan 
secara umurn dapat dikatakan bahwa basil pekerjaan Dinas 
Pendapatan Daerah sesuai dengan nyuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan narnoo belumlah maksirnal karena dipengaruhi 0100 
faktor-faktor diantaranya efisiensi. Faktor iniIah yang memaksa 
kita ootuk lebih teliti karena kenyataan yang ada tidak demikian 
yang mengakibatkan; sering pekerjaan yang dilaksanakan tidak 
tepat waktu, Pemborosan penggunaan material dan Daya saing 
menurun" (hasil wawancara IS Agustus 2013). 

Kepala seksi Pendataan dan Pendaftaran Bpk. R. Ngebonian, 
S.sos 

"Belum mernadai hal dapat dilihat kuantitas pelayanan dalam 
pembagian pegawai dan beban kerja yang diberikan khnsunya 
pada penagihan pajak daerah sudah dilakukan karena stIuktur 
organisasi menghendaki demikian Tetapi dalam penyelesaian 
togas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya 
prasarana yang dimiliki, keadaan iklirn dan keJangkaan BBM 
sebingga penagihan pajak tidak tepat waktu" (29 Agustus 2013). 

:	 Bapak Tub Renoat,SE Kasubag Pereucanaan Dinas 
Pmdapatan Daerah Kabupaten Kepnlanan Am 

"Keadaan fasilitas kantor belurnlah memadai walaupun sudah 
menempati kantor barn hal ini jika dilihat rasio pegawai deogan 
jurn1ah fasilitas yang ada tidaldah seimbang, tetapi ini bukan 
merupakan suatu alasan dalam meningkatkan kinerja pegawai 
bahkan seharusnya memotivasi seluruh pegawai untuk 
menigkatkan kinerjanya sebingga visi dan misi organisasi dapat 
tercapai yang tertuang dalam reneana strategis (Reostra) Dinas 
Pendapatan Daerah taboo 2011-2015 dapat tercapa1..,. 

(wawancam tanggal23 lull 2013) 
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Jawab	 Kepala Seksi Penagihan, Bapak Bemado Kalabi1gair,s.sos 

"pekeIjaan yang dihasilkan oleh para pegawai tepat pads sasaran 
dan tujuan dari organisasi, dimana dapat dilihat dari 
program/sasaran kerja yang terealisasikan dengan baik dan sesuai 
dengan kebijakan yang telah ditentukan, namun dalam 
pencapaian sasaran keIja tersebut ditemui berbagai hambatan 
seperti kondisi wilayah, iklim dan prasarana pendukung. Tetapi 
para pegawai tetap berosaha untuk dapat menyelesaikan hal 
tersebut dengan strategi yang baik untuk mendorong peningkatan 
produktivitas atau penerimaan pajak daerah (basil wawancara, 24 
lull 20(3).. 

PertaByaan:	 Menurut Bapak/Ibu,Saudarali, Apakah Dinas Pendapatan dalam 
melaksanakan tugas dan tangungjawabnya sudah sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan khususnya dalam pengurusan 
admnistrasi pajak? Berikan pemjeiasan! 

Jawab	 Kepala seksi pendataan dan pendaftaran Bpk. R Ngeborsian, 
S.Sos 

.....setiap pegawai disini itu telah memahami tugasnya masing­
masing brena setiap pegawai sudah memiliki job description 
masing-masing, dan dengan adanya hal yang sepefti itu maka 
diharapkan para pegawai dengan mudah menyelesaikan setiap 
pekeIjaan mereka tepat pada waktunya sehingga pekeIjaan yang 
lain tidak saling berbenturan akibat penyelesaian tugas yang 
teriambat".(HasiI wawancara tanggall8 Agustus 2013). 

Jawab	 Salah satu pegawai Dinas Pendapatan Bpk. Markus 
Labok,S.Mn 

"memang benar, dengan adanya uraian pekeIjaan yang dimiliki 
oleh para pegawai maka kami betul-betul sudah tahu pasti spa 
yang harus kami keIjakan dan kBPan dibutnhkannya basil 
pekeIjaan tersebut khususnya dalam pengurusan administrasi 
pajak karena semuanya sudah sesuai dengan aturan main yang 
telah ditetapkan. (Hasil wawancara tanggall4 lull 2013). 

Jawab	 Wajib Pajak Penginapan Velita Bpk. Bambang Anakoda 

"kami tidak mengetahui persis rencana strategis dari dinas 
pendapatan daerah, apakab dalam melaksanakan tugas sesuai 

ix 

41522.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



dengan rencana atau belwn, namoo pelayanan yang diberikan 
kepada kami atau ketika kami me1akukan pengurosan 
administazasi di dinas pernlapatan daerah dapat dikatakan sudah 
mulai membaik dari taboo-taboo sebelumnya, walaupoo disadari 
dari sisi pelayanan administrasi pajak sedikit 
terlambat".(wawancara tanggaI 6 Agustus 2013) 

Perfanyaan:	 Menurnt Bapak/Ibu,Saudarali, Bagaimana dengan kemandirian 
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa meminta bantuan 
dari rekan kerja atau pimpinan? Berikan penjelasan! 

Jawab	 Sekretaris Dinas Pendapata Kabupaten Kepual3.lllUl An!, 
S. Sipabelut,S.50s 

" ....kemandirian adalah sikap yang dimiliki seseorang dalam 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya hal ini 
belum terlihat pada sebagian pegawai dispenda dalam 
melaksanakan tugl!S yang terkadang tidak tepat "'aktu dan sering 
melakukan kesalahan-kesalahan yang mesti tidak perlu teljadi. 
Dan apabila tidak dipandu oleh pimpinan dan rekan-rekan kerja 
maka akan menghambat tugas-tugas lain. Jadi intinya adalah 
pegawai dispenda lwus lebih berosaha ootuk membentuk sikap, 
kemampuan dalam penyelesaian tugas yang diembani" (hasil 
wawancaratangga115 Agustus 2013). 

Jawab	 Kepala Seksi Penagihan, Bapak. Bemadus Kalabilgair,s.sos 

"tingkat kemandirian pegawai masih sangat minim hal 1Dl 

disebabkan karena kurangnya keikutsertaan pegawai dalam 
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatjhan, dengan demikian 
tingkat profesionalisme pegawai masih sangat memprihatinkan 
dan penyelesaian pekerjaan masih membutllbkan petunjuk dan 
araban pimpinan diatasnya (basil wawancam 24 Juli 2013). 

Jawab :	 Kepala Bidang Pendapatan lain-lain Bapak Bemadus Adju,SE. 

"Jib para pegawai menemukm masalab dalam menyelesaikan 
pekerjaannya, para pegawai kadangicala meminta banbum 
kepa& rekan sekerja mereka yang mengerti dan menguasai hal 
tersebut atau bahkan mereka bertanya ke atasan mereka 
bagaimana cam untuk dapat menyelesaikan masalab tersebut, 
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sepert pegawai yang kurang mengerti pembuatan laporan 
mereka pun tidak sungkan untuk menanyakannya". (basil 
wawancara 5 Agustus 2013). 

Pertanyaan:	 Dalam mencapai kinerja suatu organisasi sangatlah ditentukan 
oleh komitmen pimpinan dan staf maupun pihak ketiga dalam 
hal ini wajib pajak. Menurut BapaklIbu.Saudarali Bagaimana 
kerjasama antar unit organisasi di dinas Pendapatan secara 
umum dan khu."US bidang yang menangani pajak? 

Jawab	 Kepala Dinas PeDdapatan Bapak J. Ubyaan,S.sos 

"Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh komitmen kerja 
dari pegawai, pimpinan unit, pimpinan bidang maupun 
pimpinan organisasi itu sendiri dengan adanya komitmen kerja 
yang baik dari semua unsur didalam organisasi tersebut maka 
tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini juga berlaku di 
Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru. Komitmen kerja antara 
unit organisasi selalu dilakukan dengan berkoordinasi dan 
belajasama dalam melaksanakan program dan kegiatan teknis 
Ildministratifmaupun teknis bidang organisasi" (wawancara : 18 
Agustus2013. 

Jawab	 Sekretaris Dinas Pendapata Kabupaten Kepualauan Aru, 
S. Sipahelat,S.sos. 

"untuk mencaPl'i hasil yang lebih baik sudah barang tentu 
didukung dengan satu komitmen yang kuat, baik yang berperan 
sebagai pemimpin maupun berperan sebagai peJaksaM Dari 
sikap ini1ah maka hasil kelja atau kinerja dari suatu dinas akan 
tercapai. Berbitan dengan itu maka dinas pendapatan daenJh 
selaIu membangun komitmen yang kuat baik secara individu 
maupun kelompok selaku mitra kerja. Secara umum hubungan 
pegawaf dinas pedapatan daenJh sangat harmonis hal ini terlihat 
adanya kerjasama dan kekompakan dalam menyelesaikan tugas 
yang diberikan. Demikian juga hubungan dengan pihak ketiga 
dalam hal ini wajib pajak. dapat terlihat dari respon yang tinggi 
pibak ketiga dalam metIgU1US semua kewajibannya". (basil 
wawancara tanggaIlS Agustus 2013). 

Pertanyun: Menutut BapaklIbu,Saudarafl, Bagaimana dengan disiplin 
pegawai baik itu menyangkut kehadiran di kantor atupun di 
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dalam ketaatan 
penjelasan! 

terhadap peraturan organsasi? Berikan 

Jawab : Sekretaris Dinas Pendapata Kabupaten Kepualauan Ani, 
S. Sipahelut,S.Sos 

"ada suatu pemyataan bahwa banyak pegawai tetapi kurang 
sebaliknya sedikit pegawai tetapi cukup artinya banyak pegawai 
tidak menjadi jaminan, apabila kurang disiplin untuk 
menyelesaikan tugas dengan baik. Jika dikaitkan dengan 
pertanyaan di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai Dispenda 
sebagian belum memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung 
jawabnya atau kurang disiplin. Contohnya : kebadiran di kantor 
sering tidak tepat waktu artinya masuk kantor terlambat dan 
pulangnya lebih awal. Hal ini secara otomatis akan berpengaruh 
terbadap aturan organisasi atau dinas yang ada. (basil 
wawancara 15 Agustus 2013) 

Jawab Kepala Bidang 
Adjas,SE. 

Pendapatan lain-lain Bapak Bemadus 

"untuk masalah disiplin pegawai Dinas Pendapatan baik untuk 
kehadiran di kantor maupun pulang dati kantor belum sesuai 
dengan yang diharapkan oleh pimpinan maupun aturan yang 
berlaku. Jadi untuk masalah ini disiplin memang perlu menjadi 
perhatian khusus (Hasil wawancara 5 Agustus 2013). 

Jawab Kepala Seksi Penagiban, Bapak Bemadus Kalabilgair,s.sos 

"Bagi saya disiplin kerja maupUD kehadiran pegawai Dinas 
pemlapatlD Daerah Kabupaten KepulmlAD Am masih sangat­
sangat minim, ini disebabkan karena kurangnya ketegasan dari 
pimpinan kepada bawahan sebingga kerja dan kehadiran 
semata-mata bawahan yang menentukan (basil waawancara, 24 
Agustus 2013). 

Perfaoyaan: Menurut B~SaudaraIi, Apakah tugas yang diberikan 
kepada setiap pegawai dapat diselesaikan dengan penuh 
tangguogjawab dan tidak menya1abkan wewenang yang 
dipercayakan? Berikan penjelasanl 

Jawab Sek:retaris Dinas Pl'ndapata Kabupaten Kepualauan Ani, 
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Jawab 

Jawab 

Jawab 

S. Sspahelut,S.80s 

"Dalam kehidupan organisasilDinas keseimbangan antara 
wewenang dan tanggungjawab sangat penling. 
Ketidakseimbangan diantaranya akan timbul masaJab artinya 
jika seseorang mempunyai wewenang lebih besar dari 
tanggungjawab bukan mustahil dia menggunakan weweoang itu 
sewenang-wenang karena merasa tidak perlu 
diper1llnggungjawabkan. Sebaliknya jika tanggungjawab lebih 
besar dari wewenang maka dalam mela1csanakan tugas, 
kemllngkinan besar akan ragu-ragu untuk bertindak 
melaksaMkan tugas tersebut. Dari pertanyaan di alas maka 
dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pendapatan Daerah belum 
ada keseimbangan antara tanggungjawab dan weweoang dalam 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberilam mengakibatkan 
banyak tugas yang belum terselesaikan (basil wawaneara 15 
Agustus 2013). 

KepaIa seksi pendataan dan pendaftaran Bpk. R. Ngebonian, 
S.Sos 

"Setiap tugas dan tanggungjawab diberikan dapat diselesaikan 
dengan baik tanpa menyalabkan weweoang yang dipen:ayakan 
(basil wawaneara, 29 Agustus 2013. 

KepaIa Seksi Penagihan, Bapak Bemadus Kalabilgair,s.Sos 

"Ya, sangat baik sekalipun tugas dan tanggungjawab yang 
diperintahkan terl<adang tidak tepat waktunya. Namun kamipun 
tetap berusaha dengan maksimal agar tugas dan tanggungjawab 
hanJs selesai (basil wawaneara 24 lull 2013). 

:	 Salah satu pegawai Dinas Pendapatan Bpk. Markus 
Labok,S.Mn 

"Suatu tugas yang diberikan oleh atasan dalam acuan Tupoksi 
memang hanJs dila1csanakan dengan penuh rasa tanggungjawab 
dan tidak menjalankan wewenang yang dipen:ayakan. Sebagai 
pribadi saya dan ternan-ternan telah berupaya secara maksimal 
untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan 
sesuai tugas pokok dan fllngsi dengan baik, karena hal itu dapat 
meningkatkan lagi rasa tanggungjawab dan rasa pen:aya diri 
serta optimistis didalam diri. Dari pengamatan say&, bahwa 
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teman-temanjuga telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
dengan baik dan bertanggungjawab. 
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